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ABSTRAK 

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.8 TAHUN 2015 TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH  

Oleh: 

MUHAMMAD KHOLIL 

 

Permasalahan sampah di Kota Metro mungkin tidak serumit daerah-daerah 

lain, karena kota metro merupakan kota administratif di provinsi lampung yang 

berkembang dibidang kesenian dan industri-industri kecil tentunya bukan berarti 

tidak ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, dalam kenyataannya 

dilapangan, masih banyak masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, 

seperti disungai, dibawah jembatan bahkan masih ada masyarakat yang belum 

mempunyai tempat sampah yang resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. 

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya 

menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Adapun 

yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Metro dan Masyarakat Kota. dan yang menjadi Sumber 

Data Sekunder adalah buku, peraturan perundang-undanga n, kebijaka n, 

ensiklopedi, doktri n (pendapat ahli), yurisprudensi, da n data-data dari penelitia n 

sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu 

kepada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015, dari tahun ke tahun 

jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA cenderung meningkat. Baik itu 

sampah yang berasal Dinas Pengelolaan Pasar, sampah rumah tangga, sampah 

dari jalan-jalan utama, sampah dari kantor dan sekolah, ataupun sampah dari 

fasilitas umum yang diangkut Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Dalam pengelolaan 

sampah, dinas lingkungan hidup kota metro melakukan pemanfaatan terhadap 

sampah yaitu, mendaur ulang sampah plastik yang ada di TPAS menjadi batako. 

Selain jadi solusi pencemaran lingkungan, batako hasil daur ulang ini juga 

disiapkan untuk membuat rumah dengan konsep bebas sampah atau zero waste. 

Kata Kunci : Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah 
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MOTTO 

 

مرَّ رجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَريِْقٍ فَ قَالَ : وَاللََِّّ لََُنَِّيَََّ هذَا عَنِ الْمُسْلِمِيََْ 

)راواه مسلم( لََ يُ ؤْذِيْ هُمْ، فَأدُْخِلَ الْْنََّةَ   

Artinya: "Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang 

menghalangi jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini 

agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin," maka Allah pun 

memasukkannya ke surga," (HR Muslim). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang 

merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 

spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin 

oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota.
1
 

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan 

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 

1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.Peraturan 

daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan 

merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan 

                                                           
1 A. Heldy “Dinas Lingkungan Hidup” Universitas Atma Jaya Yogyakarta(2018),  



2 

 

 

daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan 

standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan 

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011.
2
 

Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Metro  

dengan berubahnya pola konsumsi serta gaya hidup dari masyarakat maka 

timbulah permasalahan yang terus meningkat yaitu tentang sampah. Pola 

pikir, pola sikap, dan pola tindak yang masih keliru terhadap sampah akan 

menimbulkan permasalahan social, lingkungan dan kesehatan.
3
 Undang-

Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 

hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Melalui peraturan ini bahwa Negara agar lebih menjamin kepastian hukum 

dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari 

perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Kemudian Apabila sampah 

tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan masalah 

                                                           
2 Suko Prayitno “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya 

Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori”, Jurnal Surya Kencana Satu Vol.8 No.2, 

Oktober 2017.  Hal.111 
3 Ni Putu Intan Cahayati Dan I Gusti Ngurah Wairocana “Peranan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Buleleng Dalam Mengelola Sampah Di Pantai Pengastulan” Jurnal Program 

Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Buleleng: 1,2 

Diunduh Pada 11 Juni 2023. Hal.3 
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terutama yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan kesehatan 

lingkungan.
4
 

Kota Metro merupakan kota administratif di Provinsi Lampung 

yang berkembang dalam kesenian dan industri kecil. Perkembangan 

tersebut tentunya akan menyebabkan bertambahnya volume sampah yang 

semakin beragam yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi 

masyarakat. Maka dengan itu dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan demikian peraturan 

daerah yang dikeluarkan belum berlaku secara efektif dan kurangnya 

disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah atau oleh instansi terkait sehingga 

pemahaman masyarakat terkait substansi Perda Kota Metro No. 8 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan Sampah masih belum dipahami oleh 

masyarakat.
5
 

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Kebersihan mempunyai fungsi antara lain:  

a. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah 

untuk setiap kurun waktu tertentu;  

b. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;  

                                                           
4 Ariza Umami, ―Efektivitas Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah Di Kota Mero Terkait Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Bank Sampah 

Syariah,‖ Prosiding Snapp: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora 7, No. 2 (7 Desember 2017): hal.20. 
5 Ariza Umami, ―Efektivitas Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah Di Kota Mero Terkait Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Bank Sampah 

Syariah,‖ Prosiding Snapp: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora 7, No. 2 (7 Desember 2017): Hal. 

20. 
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c. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan 

produk;  

d. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan kebersihan. 

Permasalahan sampah di Kota Metro mungkin tidak serumit daerah-

daerah lain, karena kota metro merupakan kota administratif di provinsi 

lampung yang berkembang dibidang kesenian dan industri-industri kecil 

tentunya bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, 

dalam kenyataannya dilapangan, masih banyak masyarakat membuang 

sampah tidak pada tempatnya, seperti disungai, dibawah jembatan bahkan 

masih ada masyarakat yang belum mempunyai tempat sampah yang resmi 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Bagi dinas terkait yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup, salah satu permasalahan pengelolaan persampahan 

adalah peran dinas lingkungan hidup dalam menangani pengelolaan 

persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan 

pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
6
 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik 

mengangkat judul ―Peran Kinerja Dinas Lingkungan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah?‖. 

  

                                                           
6 Muhammad Fahrizal Hasibuan “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan 

Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokanhulu” Jurnal Akses Kajian Manajemen Vol.1 

No.1 (2021) Hal.7 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan 

penelitian yaitu Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan 

Perda Kota Metro No 8 Tahun 2015 Tentang Pengolalan Sampah di Kota 

Metro? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran Dinas 

Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro 

No.8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian pada Penelitian kali ini diantaranya; 

a. Manfaat Teoritis 

Merupakan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang 

khususnya terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam 

Pengelolaan Sampah khususnya di Kota Metro. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pengetahuan tentang peran dinas lingkungan 

terhadap pelaksanaan peraturan daerah  dalam hal mengelolah 

sampah. 
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D. Penelitian Relevan 

Penelitian tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Metro No.8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam beragam 

prespektif dan tinjauan. Diantaranya penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal Ariza Umami universitas muhammadiah metro, Fakultas 

Syariah dan Hukum, dengan judul ―efektivitas peraturan daerah no 08 

tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di kota mero terkait 

kesadaran masyarakat dalam pengembangan bank sampah syariah‖. 

Jurnal ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam 

pengembangan bank sampah syariah. Berangkat dari Kesadaran 

beberapa kelompok masyarakat dengan mendirikan beberapa Bank 

Sampah di Kota Metro adalah gerakan yang harus terus menerus 

digiatkan dalam rangka merubah kebiasaan mayoritas masyarakat 

yang selama ini masih menumpuk, membakar dan membuang sampah 

ke saluran irigasi, karena hal tersebut bisa berdampak serius pada 

kesehatan, polusi, dan banjir, termasuk berdampak buruk pada nilai 

estetika kota. 

 Berbeda dengan penelitian kali ini yang membahas 

pengelolaan sampah berdasar perda kota metro no.8 tahun 2015 

tentang pengelolaan sampah secara umum. 
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 Kesimpulannya adalah penelitian tersebut membahas tentang 

efektivitas perda no.8 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dalam 

hal  kesadaran masyarakat dalam pengembangan bank sampah.yang 

kemudian berbeda pada penelitian kali ini yang mengkaji perda no.8 

tahun 2015 di kelurahan tejosari secara umum. 

2. Neysa Amallia pada jurnal menuliskan artikel berjudul ―implementasi 

peraturan daerah kota metro nomor 8 tahun 2015 tentang pengelolaan 

sampah dalam meningkatkan kebersihan di kota metro‖. 

Jurnal ini membahas tentang bagaimana Bagaimana pengelolaan 

sampah di Kota Metro dalam meningkatkan kebersihan. Penelitian ini 

terfokus pada bagaimana pengelolaan sampah di kota metro secara 

menyeluruh. berbedadengan penelitian kali ini yang mengkaji tentang 

bagaimana pengelolaan sampah secara spesifik di kelurahan tejosari. 
7
 

Kesimpulannya adalah penelitian terdahulu mengkaji langkah 

Pemerintah daerah kota metro secara umum dalam hal kebijakan 

pengelolaan sampah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah.berbeda pada penelitian kali ini yang 

mengkaji pelaksanaan perda kota metro no.8 tahun 2015 secara umum 

dan luas terkait pengelolaan sampah di kelurahan tejosari. 

 

                                                           
7Ariza Umami, ―Partisipasi Masyarakat Lewat Pengembangan Bank Sampah Syariah Di Kota 

Metro Sebagai Upaya Implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di 

Kota Metro,‖ Jurnal Jurisprudence 7, No. 2 (3 Februari 2018): Hal.39,  
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3. Skripsi Sonia Arga Pradewa npm: 312013091 fakultas hukum 

universitas kristen satya wacana salatiga yang berjudul ―Implementasi 

Peran Pemerintah Kota dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga‖. 

Jurnal tersebut mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Kota Salatiga Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota 

Salatiga penelitian ini terfokus pada bagai mana peran dinas 

lingkungan hidup kota salatiga terkait  pengelolaan sampah di kota 

salatiga. Berbeda pada penelitian kalii ini mengkaji pengelolaan 

sampah di kota metro khususnya di kelurahan tejosari. 

Kesimpulannya ialah kedua penelitian tersebut berbeda terkait 

lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu mengkaji bagaimana 

terkait khususnya peran  dinas lingkungan hidup dalam hal 

pengelolaan sampah di kota salitiga. Pada penelitian kali ini mengkaji 

tentang bagaimana langkah pemerintahan daerah kota metro secara 

umum dalam hal pengelolaan sampah di kelurahan tejosari.
8
 

 

                                                           
8―Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kota Metro | Amallia | Jurnal Sosial Dan Humanis 

Sains (Jshs), 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup 

1.  Pengertian Peranan  

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam 

bahasa Inggris peranan disebut ―role‖ yang definisinya adalah ―person‟s 

task or duty in undertaking.‖ Artinya ―tugas atau kewajiban seseorang 

dalam suatu usaha atau pekerjaan.‖ Peran diartikan sebagai perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
9
 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat 

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua 

                                                           
9 Departemen Pendidikan Nasional “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai 

Pustaka,2017), Ed. Ke-3, Cet.Ke-4, Hal.854 
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arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari 

pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan 

adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena 

suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah 

dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi 

bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang 

memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, 

yang setiap saat diperlukan 12 untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas 

dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan 

yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya 

tidak ada perbedaan 

Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly  peran adalah 

seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, 

biasanya organisasi. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang 

diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap 

seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. 
10

 

  

                                                           
10 Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, Loc.Cit. Hal. 213 
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2. Konsep Peranan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan 

bersinonim dengan ―pengaruh‖. Pengaruh ialah ―daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu 

yang bersifat kolektif di lingkup masyarakat, maka pengaruh ialah ―daya 

yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Arti peranan secara implisit 

menggambarkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara 

internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang 

menjalankan peranan tersebut.1 Menurut Soerjono Sukanto, unsur-unsur 

dari peranan yaitu: 
11

 

a. Aspek dinamis dari suatu kedudukan 

b. Seperangkat hak dan kewajiban 

c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan 

d. Bagian dari suatu aktivitas yang dijalankan seseorang 

Pentingnya peranan yang melekat pada individu-individu dalam 

masyarakat diantaranya pada hal-hal sebagai berikut:
12

 

1) Peranan tertentu harus dijalankan jika struktur masyarakat hendak 

dipertahankan kelangsungannya. 

                                                           
11 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal.441. 
12 Ibid., 247 
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2) Peranan sebaiknya dilekatkan pada individu yang dianggap mampu 

menjalankan, mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai 

hasrat untuk menjalankannya. 

3) Kadang kala individu dalam masyarakat tidak mampu menjalankan 

peranannya sebagaimana diharapkan, disebabkan pelaksanaannya 

memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi yang terlalu 

besar. 

4) Apabila semua orang mampu menjalankan perannya, belum tentu 

masyarakat akan memberikan peluang yang seimbang, bahkan 

seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang tersebut.  

Mengenai peranan, Arimbi Horoepoetri dan Santosa, 

mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:
13

 

a) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat 

bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik 

dilaksanakan 

b) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mengemukakan 

bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan 

dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada 

suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat 

padatiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, 

maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas. 

                                                           
13 Arimbi Horoepoetri Dan Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan 

Lingkungan, (Jakarta: Walhi, 2003), Hal.45. 



13 

 

 

c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai 

instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa 

informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini 

dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang 

untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi 

dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna 

mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. 

d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan 

sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik 

melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat 

yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar 

pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan 

toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan 

kerancuan (biasess). 

e) Peran sebagai terapi, maksudnya bahwa peran dilakukan sebagai 

upaya ―mengobati‖ masalah psikologis masyarakat seperti 

halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), 

tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan 

komponen penting dalam masyarakat. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa peranan 

ialah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang untuk mendorong terjadinya suatu hal atau 
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diartikan sebagai pola tindakan yang dilakukan secara individual 

maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek.
14

 

 

3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut sanksi pengawasan 

mempunyai uraian tugas: 

a. Melaksanakan audit, verifikasi dan inspeksi ketataan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

b. Menyelenggarakan paparan hasil audit, verifikasi dan inpeksi. 

c. Melaksanakan koordinasi audit verifikasi dan inpeksi 

d. Mengelola data dan informasi terkait hasil audit, verifikasi dan 

inpeksi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kebersihan dan 

Pengelolaan sampah memiliki uraian tugas: 

1) Menyusun rencana program kerja bidang kebersihan dan 

pengelolaan sampah. 

2) Melaksanakan program kerja bidang kebersihan dan pengelolaan 

sampah. 

3) Melaksanakan pengendalian, pembinaan, koordinasi dan 

pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah. 

                                                           
14As’ad, Psikologi Industri, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hal.105 
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4) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang 

kebersihan dan pengelolaan sampah. 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi 

bidang kebersihan dan pengelolaan sampah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pengelolaan sampah 

mempunyai uraian tugas: 

a) Melaksanakan penyusunan informasi dan kebijakan tentang 

pengelolaan persampahan. 

b) Melaksanakan pelayanan pengelolaan/pengelohan 

persampahan  

c) Melakukan inpentaritasasi terhadap lokasi-lokasi Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS). 

d) Menginpentarisasi jumlah produksi sampah rumah tangga, 

pertokoan, industry/pabrik, jalanan umum, rumah sakit, dan 

fasilitas umum lainnya. 

e) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan operasional 

pelayanan kebersihan/persampahan pada lingkungan umum 

dan lingkungan lainnya yang diperlukan. 

f) Melaksanakan pengangkutan sampah. 

g) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain 

terkait pengelolaan sampah. 
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h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi 

seksi pengelolaan sampah.
15

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Metro mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, 

energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta bidang 

kebersihan 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya 

mineral, dan kehutanan serta bidang kebersihan 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan 

pengawasan, bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, 

dan bidang Pengendalian, Pemantauan, dan Kemitraan, 

serta kelompok jabatan fungsional 

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan 

dinas;dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.
16

 

 

                                                           
15 Pemerintahan Kota Metro, “Dinas Lingkungan Hidup” Di Unduh Pada  14 Juni 2023 
16 Dr Stepanus Mp S. Hut Dan Sugiyono M.Si S. Sos, Best Practice: Peserta Pendidikan Dan 

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Iii (Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2021), 34. 
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B. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda  Kota Metro No. 8 Tahun 

2015 

1. Pengertian Sampah  

Dalam pasal 1 Ayat 6 di katakan bahwa  Sampah adalah sisa 

kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk 

padat. Sampah di kategorikan menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Sampah rumah tangga 

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah 

tangga tidak sejenis tinja dan sampah spesifik. 

b. Sampah sejenis rumah tangga  

Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi 

kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas 

umum dan/atau fasilitas lainya.
17

 

2. Pengelolaan sampah di kota metro 

Dalam pasal 1 Ayat 11 yaitu Pengelolaan sampah adalah 

kegiatan yang sistematis, menyuluruh dan berkesinambungan yang 

meliputi pengurangan dan penangan sampah. Berikut teknis 

pengelolaan sampah di kota metro di antaranya, 

a) Pasal 1 pada Ayat 14  

                                                           
17―Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kota Metro | Amallia | Jurnal Sosial Dan Humanis 

Sains (Jshs),‖ Hal. 1. 
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Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau 

pemanfaan ulang sampah. 

b) Pasal 1 pada Ayat 15  

yaitu Pendauran ulang sampah adalah upaya pemanfaatan sampah 

menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan 

terlebih dahulu. 

c) Pasal 1 pada Ayat 16  

yaitu Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk 

menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau 

fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari 

sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses 

pengolahan terlebih dahulu. 

d) Pasal 1 pada Ayat 18  

yaitu Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan 

sampah sesuai dengan jenis,jumlah dan/atau sifat sampah.
18

 

Pasal 5 tentang Tugas dan Wewenang dikatakan bahwa Dalam 

menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan 

berwawasan lingkungan, pemerintah kota metro memberikan 

kebijakan didiantaranya: 

a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam pengelolaan sampah. 

                                                           
18 Https://Jdih.Metrokota.Go.Id(Bagian Setda Kota Metro). Hal.3 
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b) Melakukan penelitian serta pengembangan teknoligi pengurangan 

dan penangan sampah. 

c) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya 

pengurangan, penangan, dan pemanfaatan sampah. 

d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan 

sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 

e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil 

pengelolaan sampah. 

Pasal 6 tentang Wewenang dikatakan bahwa Dalam pengelolaan 

sampah di kota metro pemerintah mempunyai wewenang  di 

antaranya: 

a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 

b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan 

norma,standar,prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengeloaan 

sampah yang dilakukan oleh pihak lain. 
19

 

                                                           
19 Ibid.H.5  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research), dimana peneliti melakukan sebuah wawancara secara 

langsung ke lapangan sebagai teknik pengumpulan data. field research 

pada hakikatnya peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh 

secara khusus dan realistis yang terkait dengan fenomena apa yang 

tengah terjadi dalam suatu kondisi yang ilmiah (natural setting). 

Menurut suerjono suekanto penelitian suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara 

sistematis, metodelogis, dan juga konsisten untuk mengungkap 

kebenaran.
20

 

Pada penelitian kali ini peneliti akan melaksanakan penelitian di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk mengkaji tantang 

Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Metro No 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah.  

 

                                                           
20 Samsu, Metode Peneltian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Method, Serta Research & Development), (Jambi: Pusat Studi Agama Dan Kebudayaan, 2017), 

hal.54. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya 

menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. 

Secara Kualitatif adalah mendeskripsikan terhadap data-data yang telah 

dihimpun kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan secara 

kualitatif. Para ahli sepakat, pada jenis penelitian kualitatif adalah 

peneliti menjadi instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data 

dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian 

menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Ini mengapa jenis 

penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif.
21

 Sehingganya pada 

Penelitian kali ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang akan 

menggambarkan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota 

metro berdasarkan Perda no. 8 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari objek yang diteliti, baik objek individual (responden) maupun dari 

suatu instansi yang mengelolah data untuk keperluan dirinya sendiri‖. 

Penegertian lain dara primer adalah ―data langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertanyaannya artinya peneliti 

mengumpulkan data-data dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak 

                                                           
21Ibid., 68. 
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yang terkait dengan masalah-masalah yang ada di madrasah diniyah 

kepada ustadz dan santri.
22

 

Sumber data primer didapatkan langsung dari sumber pertama 

dilokasi penelitian. Data primer juga merupakan data-data yang diperoleh 

dan digali langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian atau data 

yang didapat secara langsung dari dinas lingkungan hidup yang ada di 

Yosorejo, Metro Timur. 
23

 Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan 

adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dari jumlah 

Populasi yang Berdasarkan Tujuan Penelitian. Pengambil  sampel secara 

purposive tidak memperhatikan keterwakilan dari populasi dalam arti 

dalam memperoleh data harus secara langsung ke Dinas Lingkungan 

yang bersangkutan.
24

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu peneliti mencari, mengumpulkan dan 

mendapatkan data dari buku, perundang-undangan, kebijakan, 

ensiklopedia, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi, dan data-data dari 

penelitian sebelumnya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga 

dan secara tidak langusng, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen 

                                                           
22 Albi Anggito Setiawan Johan, Metodologi penelitian kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 

2018), 34. 
23 Enny Radjab Dan  Andi Jam’an, Metodologi Penelitian Bisnis ( Makassar: Lembaga 

Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hal.110 
24 H. Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan 

Kalijaga, 2021) ,hal.65. 
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kantor, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan 

serta buku-buku yang relevan dan literatur lainnya. Contohnya 

misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, 

laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang 

diperoleh dari majalah, dan lain sebagianya.
25

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara  Yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti 

dengan responden secara langsung atau tatap muka dan mengajukan 

beberapa pertanyaan pertanyaan yang ditujukan kepada responden 

yang terpilih dan dijadikan sampel sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak yang menjadi narasumber yang selanjutnya menjadi key 

informan dan informan.
26

 Melalui wawancara inilah peneliti menggali 

data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. 

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas 

terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada 

pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan 

sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan 

kepada kepala dinas lingkungan hidup, staf-staf dan pegawai lainnya.  

                                                           
25Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia,2014),hal.5. 
26 Hardani, Et Al., Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 

2020), hal. 138. 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu proses catatan peristiwa tertulis 

tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu, metode ini 

merupakan penunjang untuk kesempurnaan yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti 

melalui catatan tulisan.
27

 

Dokumentasi Digunakan untuk menggambarkan kondisi 

lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan 

penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong 

untuk menghasilkan data, antara lain: penelusuran kepustakaan seperti 

perundang-undangan, dokumen-dokumen hasil kerja dinas lingkungan 

hidup. 
28

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data hasil 

penelitian berupa, hasil survey, tempat penelitian, fasilitas, kondisi 

umum, maupun data melalui DLH. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola. Analisis 

                                                           
27 I. Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, 

dan Riset Nyata (Anak Hebat Indonesia, 2020), 46. 
28 Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, “Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Penulis 

Pemula)” Cet-2(Pusaka Almaida, Oktober 2020), hal. 97. 
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data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
29

 

Berdasarkan penjabaran atau penjelasan diatas, maka dalam 

menganalisis data penelitian dari data-data yang telah diperoleh dari 

responden.Kemudian diuraikan satu persatu secara khusus lalu dari hasil 

uaraian tersebut ditarik kesimpulan secara umum, untuk mengetahui 

permasalahan tentang ―Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap 

Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Metro No 8 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah‖. 

  

                                                           
29 Ismail Suardi Wekke, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Group Penerbit Cv. Adi 

Karya Mandiri, 2019), hal. 91-92. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Dinas Lingkungan Kota Metro 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dibentuk melalui Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang pembentukan 

organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Metro. Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Metro pada 01 Januari s.d 12 Agustus 2017 berkedudukan di 

Jl. A.H. Nasution No. 5 Kota Metro dan setelah tanggal 12 Agustus s.d 20 

Desember 2017 berkantor sementara di Gedung Sesat Kota Metro Jl. 

Jendral Sudirman, kemudian terhitung mulai Tanggal 21 Desember 2017 

Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan sekarang mempunyai dan 

menempati gedung di Lokasi Jl. Tongkol No 40 Kelurahan Yosorejo, 

Kecamatan Metro Timur.  

 

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 

a. Visi  

Terwujudnya kota pendidikan yang berwawasan lingkungan. 

b. Misi 

1) Melaksanakan rumusan kebijakan teknis dibidang perizinan dan 

pengawasan, pengendalian, dan pemulihan serta analisis mengenai 

dampak lingkungan (AMDAL). 
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2) Memberikan dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah 

dibidang perizinan dan pengawasan, pengendalian dan pemulihan 

serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).  

3) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan 

dan pengawasan, pengendalian dan pemulihan serta analisis 

mengenai dampak lingkungan (AMDAL). 
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3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelompok 

Jabatan 

Sekretaris 

Yerry Noer Kartiko, ST. MT 

 

Sub Bagian 

Perancangan Dan 

Keuangan Ika 

Rahmawati P, S.Si 

Sub Bagian Umum Dan 

Kepegawaian Dessy 

Riana 

Bidang Pengolahan 

Sampah Dedy Alfian, 

Sh,Mh 

Bidang Pengendalian 

Pencemaran Dan 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup Suharti, S.Pd 

Seksi Kajian Dampak 

Lingkungan Hidup 

Esther Adhiyati 

Seksi Penanganan 

Sampah Arivannda 

Jaya,S.Km,M.E 

Seksi Konservasi Dan 

Rehabilitas Lingkungan 

Hidup Arif 

Radigusman, St 

Seksi Pengawasan 

Perlindungan Dan 

Pengolahan Lingkungan 

Hidup Yulimah, St 

Kepala Dinas 

Ardah, SE. M,Ap 

Seksi Tempat 

Pengolahan Data 

Terpadu Erfano 

Agustian,S.P,M.S 

Bidang Penataan Dan 

Pentataan Lingkungan 

Hidup Achmad Ansori, S 

Seksi Pemantauan 

Kualitas Lingkungan 

Hidup Nuril Anwar, Sp 

Seksi Penataan 

Lingkungan Hidup 

Hartati Putriyani 

Seksi Data 

Persampahan Johan 

Efendi,Stp 

Seksi Kemitraan 

Lingkungan Hidup 

Desna Amanah, St,Mm 



29 

 

 

4. Fasilitas dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Metro 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, 

kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam 

kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Sampai dengan tahun 2023 sarana kerja yang dimiliki Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota metro adalah sebagai berikut: 

a. Gedung kantor 

b. Kendaraan roda empat 

c. Kendaraan roda dua 

d. Excavator 

e. AC 

f. Laptop/Note Book 

g. Komputer (PC) 

h. Handy Cam 

i. Printer 

j. TV 

k. Meja kerja 

l. Sofa 

m. Alat-alat Laboratorium LH 

n. Kursi dan meja Ruang Rapat 
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o. Kendaraan Roda 3 

p. pH Meter 

q. TDS meter 

r. AAS 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah 

di Kota Metro  

Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu kepada Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah 

merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan 

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
30

 Bagian bidang 

pengelolaan sampah mengatakan bahwa ―Adapun sampah yang dikelola 

disini ada dua jenis yaitu rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia berbentuk padat yang berasal dari rumah tangga, sedangkan 

sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat 

dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari 

rumah tangga‖.
31

 

 

 

                                                           
30 Corie Indria Prasasti Dkk., Pengelolaan Sampah Berbahaya Dan Beracun (B3) Domestik: 

Kenali Dan Kelola Bersama Mulai Dari Lingkungan Terdekat (Airlangga University Press, 2023), 

Hal.23. 
31 Wawancara, Novalia Anggraini ―Mengenai Jenis Sampah Yang Dikelola, (Metro, 20 

November 2023). Pkl.09.45 WIB. 
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a. Pengurangan Sampah 

Dalam kaitan dengan kegiatan pengurangan sampah merupakan 

serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembatasan timbulnya sampah, 

pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang 

bertujuan agar timbulan sampah yang dihasilkan khususnya sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak terlalu 

banyak.  

Dalam hal ini pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan 

pengurangan sebagaimana dimaksud dengan menetapkan target 

pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, 

memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, dan 

memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. Selain 

itu pemerintah daerah juga berkewajiban memfasilitasi kegiatan 

mengguna ulang, mendaur ulang dan memfasilitasi pemasaran 

produkproduk daur ulang. 

Dalam kenyataan pelaksanaannya untuk kegiatan menentukan 

target pembatasan pengurangan sampah masih belum ditetapkan oleh 

dinas terkait dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro 

hal ini dikarenakan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Metro 

untuk menawarkan pengelolaan sampah kepada investor, yang mana 

disisi lain investor meminta volume sampah lebih banyak.  

―Selanjutnya untuk kegiatan pengurangan sampah berupa 

penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mengguna 
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ulang, penerapan label produk, dan mendaur ulang bukan menjadi 

tanggung jawab Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro 

melainkan Kantor Lingkungan Hidup yang menangani masalah 

kerjasama atau pembinaan kepada masyarakat terkait masalah 

lingkungan. Badan Lingkungan Hidup juga memfasilitasi kepada 

masyarakat berupa mesin jahit dan komposter‖.
32

 Tujuannya adalah 

agar masyarakat lebih peduli kepada lingkungan sekitar, salah satunya 

dengan melakukan kegiatan pengurangan sampah baik pendauran 

ulang maupun pemanfaatan kembali sampah yang ada. 

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Metro 

dalam pengelolaan sampah di Kota Metro dapat dijelaskan pada tabel 

berikut: 

Tabel. 2.1 Pengelolaan Sampah di Kota Metro 

No Pengelola 
Volume 

(M3/bulanan) 

Prosentase (dari 

total timbunan) 

1 Diangkut ke TPA 241 ton/perhari 85,66% 

2 Diolah:   

 a. Kompos 10 ton/perhari 3.49% 

 b. Daur ulang 20 ton/perhari 2,34% 

 c. Pemanfaatan lain 5 ton/perhari 1,74% 

3 Dipilih (bank sampah) 4 ton/perhari 1,34% 

4 Tidak terangkut 5 ton/perhari 1,74% 

Sumber: Data Hasil Survey 2023 

                                                           
32 Wawancara, Novalia Anggraini ―Mengenai Upaya Pemerintah Kota Dalam Menangani 

Sampah, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.00 WIB 
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Dalam tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa sampah yang 

diangkut ke TPA 241 ton/hari dan yang tidak terangkut sebesar 5 

ton/hari. Sampah yang tidak terangkut adalah sampah yang masih 

menginap di TPS atau ditempat sumber timbulan sampah dihasilkan. 

Sedangkan sampah yang diolah oleh masyarakat seperti diolah 

menjadi pupuk kompos adalah 10 ton/hari, sampah yang di daur ulang 

menjadi barang kerajinan 20 ton/hari dan pemanfaatan lainnya sebesar 

5 ton/hari. Jadi ada sekitar 35 ton/hari sampah yang diolah oleh 

masyarakat. Sedangkan untuk sampah yang dipilih atau dijadikan 

bank sampah adalah sekitar 4 ton/hari atau sekitar 1,39% dari seluruh 

total sampah yang dihasilkan Kota Metro perharinya pada tahun 2015- 

2016. Upaya pemerintah kota Metro khsususnya Dinas Tata Kota dan 

Pariwisata Kota Metro dalam menumbuhkan semangat masyarakat 

untuk memanfaatkan kembali sampah yang ada cukup baik, yaitu 

dengan menyisihkan sebagian anggaran yang ada untuk pembelian 

produk-produk sampah dari masyarakat di Kota Metro. Adapun yang 

sudah dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Tata Kota dan 

Pariwisata adalah dengan membeli pupuk hasil pemanfaatan kembali 

sampah oleh masyarakat yang mana dipakai untuk memupuk pohon 

dan tanaman yang ada di taman-taman kota. 

Untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat 

dengan menyisihkan anggaran APBD untuk Dinas Tata Kota dan 
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Pariwisata yang mana sebagian dari anggaran tersebut disisihkan untuk 

membeli hasil produksi masyarakat Kota Metro sendiri. Dengan 

demikian Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sudah 

melakukan kegiatan pemasaran produk daur ulang salah satunya 

dengan inisiatif untuk pembelian produk tersebut. 

b. Penanganan Sampah 

Kegiatan penanganan sampah merupakan salah satu kegiatan 

pelaksanaan pengelolaan sampah yang mana meliputi kegiatan 

pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan 

akhir. Kegiatan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan 

pemisahan sampai sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. 

Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah 

dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat 

pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa 

sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah 

sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke 

tempat pemrosesan akhir. Selanjutnya pengolahan dalam bentuk 

mengubah karakteristik komposisi, jumlah sampah dan/atau 

pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan 

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media secara aman.  

Pada pelaksanaannya kegiatan penanganan sampah di Kota Metro 

menjadi tanggungjawab beberapa instansi diantaranya dimulai dari 
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kelurahan, jadi kelurahan bertanggungjawab untuk mengambil dan 

memindahkan sampah dari sampah rumah tangga ke tempat 

pembuangan sampah. Baik tenaga tukang gerobak sampah, armada 

gerobah sampah, maupun penggajiannya berada dibawah komando 

kelurahan penuh. Selanjutnya kegiatan pengangkutan sampah yang 

membawa sampah rumah tangga dari TPS menuju ke tempat 

pembuangan akhir (TPA) adalah tugas Dinas Tata Kota dan 

Pariwisata Kota Metro. Selain itu Dinas Tata Kota dan Pariwisata juga 

bertanggung jawab mengangkut sampah dari sumber sampah yang 

berasal dari jalan-jalan utama dan protokol yang ada di Kota Metro.  

―Sedangkan apabila sampah tersebut berasal dari sampah pasar-

pasar yang ada di Kota Metro, maka petugas yang bertanggungjawab 

mengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA) berasal 

dari Dinas Pengelola Pasar (DPP). Armada pengakutan sampah dari 

sampah pasar adalah milik DPP sendiri. Adapun untuk pihak swasta 

atau badan usaha yang menghasilkan sampah hasil produksi maka 

sampah tersebut wajib untuk dibuang langsung ke tempat pembuangan 

akhir dengan armada sampah pribadi. Kegiatan pengumpulan dan 

pengangkutan sampah mempunyai penanggung sendiri-sendiri. Untuk 

pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas gerobak sampah yang 

mana menjadi tanggungjawab pihak kelurahan. Sedangkan untuk 

kegiatan pengangkutan ada tiga pihak yang bertanggungjawab yaitu 
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Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Dinas Pengelolaan Pasar, pihak 

swasta atau badan usaha‖.
33

 

Dari tahun ke tahun jumlah timbulan sampah yang terangkut ke 

TPA cenderung meningkat. Baik itu sampah yang berasal Dinas 

Pengelolaan Pasar, sampah rumah tangga, sampah dari jalan-jalan 

utama, sampah dari kantor dan sekolah, ataupun sampah dari fasilitas 

umum yang diangkut Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Maupun 

sampah dari pasar yang diangkut Dinas Pengelolaan Pasar dan sampah 

hasil produksi dari industri, hotel, maupun mall (umum) yang 

diangkut sendiri ke TPA. Rata rata jumlah timbulan sampah perhari 

dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Table. 2.2 Rata Rata Jumlah Timbulan Sampah Perhari Dari 

Tahun 2019-2023 

No  Tahun  Timbulan sampah terangkut perhari (kg) 

1 2019 223.239 

2 2020 227.081 

3 2021 227.499 

4 2022 250.964 

5 2023 241.130 

Sumber: Data Hasil Survey Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota 

Metro, 2023 

 

―Selanjutnya proses akhir penanganan sampah di TPA adalah 

pengelolaan sampah. Teknik pengelolaan yang diterapkan di TPA 

adalah open dumping yaitu pengolahan sampah dengan cara 

                                                           
33 Wawancara, Novalia Anggraini ―Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani 

Sampah, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.00 WIB 
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membuang dan menumpuk begitu saja di atas tanah yang terbuka yang 

mana prosesnya adalah sampah yang berasal dari TPS yang diangkut 

oleh armada pengangkutan sampah lalu sampahsampah tersebut 

diturunkan, kemudian sampah-sampah tersebut didorong dengan 

whelloader, selanjutnya sampah diangkat menggunakan excavator, 

lalu di atas ditata dan diratakan dengan bulldozer‖.
34

 Teknik 

pengelolaan open dumping merupakan teknik pengelolaan sampah 

yang paling dasar. Teknik ini digunakan di TPA karena biaya 

operasioanalnya lebih murah dan teknik pengolahannya paling 

sederhana. Karena biayanya murah dan teknik pengolahannya paling 

sederhana, maka dampak yang timbul dari proses pengolahannya pun 

masih sangat terasa. Beberapa diantaranya jika hujan turun, maka bau 

yang ditimbulkan dari sampah yang menumpuk sangat terasa hingga 

tercium sampai ke permukiman penduduk. Kemudian gas-gas yang 

timbul dari sampah itu tidak tertangani dan air yang berasal dari 

proses sampah itu tidak tertangani dan air yang berasal dari proses 

sampah mencemari itu juga tidak dapat dikelola dengan baik. Dengan 

kata lain residu hasil pengolahan sampah belum dikembalikan ke 

media lingkungan secara sama. 

 

 

                                                           
34 Wawancara, Novalia Anggraini ―Proses Pengelolaan Sampah, (Metro, 20 November 

2023). Pkl.10.10 WIB 



38 

 

 

c. Evektifitas Peran DLH 

Efektivitas  pengelolaan  sampah  pada Tempat  PembuanganAkhir  

(TPA) Kota Metro belum efektif, dimana petugas melakukan tugasnya 

sesuai dengan kondisi kerjapada tempat pembuangan akhir. Indikator 

jangkauan program sudah efektif, yang mana dari 5 Kecamatan dan 22 

Kelurahan yang ada di Kota Metro diantaranya sudah mengantar atau 

membuang sampah di TPAS Karang Rejo. Kedua Sub Variabel  

keberhasilan  sasaran  indikator  pencapaian  belum  efektif   terlihat  

dari  bank sampah yang sudah tidak beroperasi dan lahan yang ada di 

TPAS Karang Rejo mulai penuh. Indikator  ketepatan  waktu  belum  

efektif   yang  mana  sebagian  masih  belum  terlaksana dengan baik, 

hal ini dikarenakan sampah yang dikelola sangat banyak. KetigaSub 

variabel kepuasan  terhadap  program  indikator  dampak  dari  

program  belum  efektif   yang  mana penumpukan  sampah  yang  

berlebihan  sangat  berimbas  menimbulkan  lingkungan  yang kurang   

sehat   bagi   masyarakat.   Indikator   kepuasan   belum   efektif    

keterlambatan penanganan  sampah  disebabkan  sampah  yang  

dikelola  belum  optimal. Keempat  Sub variabel tingkat input dan 

outputindikator  petugas  yang  mencukupi  sudah  efektif   yang mana 

terlihat dari jumlah pegawai atau petugas kebersihan yang ada di 

TPAS Karang Rejo sudah lengkap.  
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Indikator sarana dan prasarana belum efektif yang mana kurangnya 

alat berat  seperti  excavator,  alat  bulldozer  yang  belum mecukupi  

dan  mesin pendaur ulang yang rusak. Kelima Sub variabel 

pencapaian tujuan menyeluruh indikator tingkat  kesadaran  belum  

efektif,  karena  perilaku  dan  kebiasaan  masyarakat  yang  masih 

membuang sampah tidak melalui tahapan pengumpulan sampah ke 

dalam kantong plastik dulu dan juga masih banyak sampah yang 

dibakar dan dibuang pada tempatnya. 

Indikator  penilaian  belum  efektif   karena  dalam  pelaksanaan  

program  pengelolaan  dan pemprosesan  akhir  sampah  yang  

dijalankan  pihak  TPAS Karang Rejo masih  mendapat penilaian  

yang  belum  memuaskan,  yang  mana  salah  satunya  tentang  

penggunaan  bank sampah yang kurang efektif.  

Faktor   yang   mempengaruhi   efektifitas   pengelolaan   sampah   

pada   tempat pembuangan akhir (TPA) Karang Rejo Kota Metro, 

yakni: 

1) Faktor   penghambat,   kurangnya   sosialisasi   dan   koordinasi 

pemerintah   terhadap masyarakat  tentang  program  pengelolaan  

sampah,  program  bank  sampah  yang  kurang efektif,  kurangnya  

alat  berat  yang  beroperasi  dalam  pengangkutan  dan  

penimbunan sampah  ke  media  tanah,  kapasitas  sampah  yang  

melebihi  batas,  ketidaktepatan  waktu pengelolaan  sampah,  
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kurang  mendapat  dukungan  dana  dari  Dinas  Lingkungan  

Hidup, tingkat   kesadaran   petugas   dan   masyarakat   masih   

rendah.    

2) Faktor   pendorong, Kemampuan petugas dalam kondisi kerja 

sudah efektif, petugas yang ada di TPAS sudah mencukupi  dan 

sudah  banyak  masyarakat  yang  memiliki  Tempat  Pembuangan  

Sampah Sementara (TPAS) 

 

2. Peran Dinas Lingkungan Hidup Tentang Pengelolaan Sampah di 

Kota Metro 

Pemerintah daerah kota Metro sudah mengupayakan pelestarian 

lingkungan hidup seperti dengan memberikan contoh atau suri teladan 

dan terjun langsung ke lapangan oleh setiap tingkat jabatan di kota Metro 

kepada masyarakat luas, misalnya dengan kegiatan jumat bersih secara 

rutin. Langkah berikutnya melaksanakan pengembangan jejaring multi-

stakeholder untuk memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan secara 

efektif, efisien, memenuhi standar teknis serta peraturan perundang 

undangan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.  

Pemerintah daerah kota Metro memiliki wewenang untuk membentuk 

peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat untuk 

mengantisipasi terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan oleh 

pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan mengeluarkan peraturan 
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daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan 

sampah rumah tangga. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan dalam 

pasal 53 yang berbunyi: Setiap orang atau badan dilarang: 

a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah Kota Metro; 

b. Mencampur sampah rumah tangga dengan limbah berbahaya dan 

beracun 

c. Mengelola sampah rumah tangga yang menyebabkan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan 

d. Membuang sampah rumah tangga di jalan, saluran air, jaringan 

irigasi, taman dan tempat fasilitas umum lainnya 

e. Merusak sarana pewadahan sampah yang ada di tempattempat 

fasilitas umum 

f. Melakukan penanganan sampah rumah tangga dengan pembuangan 

terbuka di TPA sampah; dan 

g. Membakar sampah rumah tangga yang tidak sesuai dengan 

persyaratan teknis pengelolaan sampah.
35

 

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah dan 

Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro adalah melakukan program 

yang sudah di rencanakan contohnya: 

1) Dalam pengelolaan kualitas air yaitu Upaya Konservasi Sumber Daya 

di Kota Metro, Penanganan Masalah Banjir, Mensosialisasikan 

                                                           
35 Oecd, Tinjauan Oecd Terhadap Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia 2019 (Oecd 

Publishing, 2019), Hal.43. 
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teknologi konservasi sumber daya air yang mudah dan murah seperti 

biopori dan sumur resapan, Melakukan kerjasama dengan kelompok 

masyarakat pemeliharan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam bentuk 

penanaman pohon sepanjang aliran sungai. 

2) Dalam Pengendalian Pencemaran Air contohnya seperti kegiatan- 

kegiatan yang sudah di rencanakan seperti pengelolaan IPAL dan 

mengelola limbah bahan berbahaya (B3), Dinas Lingkungan Hidup 

juga berwenang memberikan sanksi kepada pemilik usaha contoh nya 

usaha rumahan, rumah makan dan rumah sakit berupa pencabutan 

izin usaha. 

3) Dalam pengelolaan sampah, dinas lingkungan hidup kota metro 

melakukan pemanfaatan terhadap sampah yaitu, mendaur ulang 

sampah plastik yang ada di TPAS menjadi batako. Selain jadi solusi 

pencemaran lingkungan, batako hasil daur ulang ini juga disiapkan 

untuk membuat rumah dengan konsep bebas sampah atau zero 

waste.
36

 

Dari beberapa peran diatas, ―dinas Lingkungan Hidup juga 

memberikan sanksi  bertahap yaitu : teguran lisan, teguran melalui surat 

resmi dan yang terakhir pencabutan izin usaha, pencemaran di Kota 

Metro terjadi karena banyak faktor seperti kurang sadarnya masyarakat 

tentang dampang membuang limbah di sembarang tempat dan banyak 

                                                           
36 Wawancara, Novalia Anggraini ―Mengenai Peran Dinas Dalam Pengelolaan Sampah dan 

Pengendalian Pencemaran Air, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.30 WIB 
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pelaku usaha yang belum mempunyai tempat pengelolaan limbah usaha 

sendiri seharusnya di setiap tempat usaha harus mempunyai tempat 

pengolahan limbah yang sudah di cek secara resmi oleh Dinas 

Lingkungan Hidup.‖
37

 

―Dan ada suatu faktor penghambat dari Dinas lingkungan hidup seperti 

kurangnya tenaga ahli di bagian laboratorium itu menyebabkan hasil 

sampel yang sudah di ambil hanya bisa di kirim ke Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi utuk di tes di laboratorium di Provinsi dan laboratorium 

di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro belum terakreditasi, Kurangnya 

IPAL di setiap tempat usaha banyak yang belum mengetahui tentang 

bagaimana memproses limbah hasil usaha penyebab umum di Kota 

Metro karena banyak pemilik usaha yang membuang limbah di 

sembarang tempat yang mengakibatkan pencemaran dan Kurangnya 

tenaga ahli dalam bidang pengecekan kandungan air di kantor Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Metro‖.
38

 

 

  

                                                           
37 Wawancara, Novalia Anggraini ―Mengenai Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar 

Peraturan (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.40 WIB 
38 Wawancara, Novalia Anggraini ―Mengenai Faktor Penghambat Dalam Menangani 

Pengelolaan Sampah, (Metro, 20 November 2023). Pkl.10.50 WIB 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa, Pengelolaan sampah dalam meningkatkan kebersihan 

di Kota Metro belum semua berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Dalam 

menentukan rencana pengurangan sampah masih belum ditetapkan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Hal ini dikarenakan adanya rencana 

Pemerintah Daerah Kota Metro untuk menawarkan pengelolaan sampah 

kepada investor, yang mana disisi lain investor meminta volume sampah lebih 

banyak. Kemudian kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah 

mempunyai penanggung sendiri-sendiri. Untuk pengumpulan sampah 

dilakukan oleh petugas gerobak sampah yang mana menjadi tanggungjawab 

pihak kelurahan. Sedangkan untuk kegiatan pengangkutan ada tiga pihak 

yang bertanggung jawab yaitu Dinas Ligkungan Hidup, Dinas Pengelolaan 

Pasar, pihak swasta atau badan usaha. 

 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 
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1. Pemerintah Daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah secara 

bertahap supaya berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan tidak 

meyembabkan pencemaran ligkungan. 

2. Perlu ditingkatkan lagi bentuk dan mekanisme partisipasi pemerintah 

dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, agar tidak menyebabkan 

lingkungan yang kumuh dan juga terus melakukan pembinaan-

pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada Kelompok Swadaya 

Masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. 

3. Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan fasilitas berupa kendaraan 

pengankut sampah yang layak dan memberikan Kotak Sampah di tempat-

tempat umum dan Masyarakat di kota metro.  
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